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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Metode dan ijtihad hakim dalam penemuan hukum (rechtsvinding) yang 

digunakan hakim dalam perkara dispensasi perkawinan No. 

0388/Pdt.P/2018.PA.Kab.Kdr. Adapun pertimbangan dalam perundang-

undangan antara lain: Pertama, aturan tentang batas usia nikah dalam 

ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan. Kedua, syarat-syarat perkawinan dalam Undang-

Undang Perkawinan. Ketiga, Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan Pertimbangan hukum hasil 

ijtihad hakim antara lain: pertimbangan persepsi yang tidak baik dari 

massyarakat sekitar, pertimbangan masa depan anak, pertimbangan 

psikologis, pertimbangan jaminan yang kuat dalam hidup berumah 

tangga dan kematangan mental. jika dispensasi perkawinan tersebut 

ditolak akan menimbulkan kemuḍharatan.  

2. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri melihat unsur-unsur 

Penemuan Hukum (Rechtsvinding) yang memenuhi kriteria dalam 

penetapan No. 0388/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr yaitu hakim tidak hanya 

terikat dengan hukum tertulis, hakim diberi kesempatan untuk 

melakukan penemuan hukum menetapkan permohonan dispensasi kawin 

melalui 3 tahap, yakni tahap konstatir, kualifisir, dan konstituir. Adapun 

unsur penemuan hukum dalam penetapan dispensasi perkawinan No. 
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0388/Pdt.P/2018.PA.Kab.Kdr hakim diberikan kesempatan atas dasar 

kekuasaan kehakiman untuk melakukan penemuan hukum dengan 

pertimbangan apabila Undang-Undang menetapkan hal-hal tertentu 

untuk peristiwa tertentu.  

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

bahwa penetapan dispensasi perkawinan tersebut sudah relevan. Karena 

dalam perkara dispensasi perkawinan No. 0388/Pdt.P/2018.PA.Kab.Kdr 

calon mempelai pria masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) 

bulan dan masih tergolong anak-anak menurut Undang- Undang 

Perlindungan Anak Pasal 1. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan 

Anak juga mengamanatkan kepada orang tua agar tidak menikahkan 

anaknya diusia anak-anak, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 26 

Ayat 1 Butir c. Oleh karena itu, kedudukan putusan hakim dalam 

perkara dispensasi kawin dapat dijadikan sebuah rujukan untuk 

menemukan hukum baru oleh hakim. Dalam penetapan dispensasi kawin 

No. 0388/Pdt.P/2018.PA.Kab.Kdr sama sekali tidak bertentangan 

dengan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. Karena pada prinsipnya seorang hakim dalam memutus sebuah 

perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 

hakim betul-betul mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang 

Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
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B. Saran 

1. Perlu adanya revisi Undang-Undang Perkawinan yang lebih detail untuk 

mengatur mengenai dispensasi usia perkawinan agar ada batasan-batasan 

tertentu atau ukuran yang jelas bagi hakim dalam mengabulkan atau 

menolak permohonan dispensai nikah. berkaitan dengan Pasal 7 Ayat 

(2), dalam pasal tersebut perlu dicantumkan persyaratan atau alasan-

alasan yang tepat dalam hal pengajuan dispensasi kawin.  

2. Untuk mengatasi permasalahan semakin tingginya perkawinan di bawah 

umur, antara orang tua, masyarakat dan pemerintah harus saling 

mendukung dalam memperbaiki akhlak generasi bangsa Hal ini 

diperlukan guna menyiapkan generasi bangsa yang bermanfaat bagi 

negaranya. Harus ada upaya-upaya untuk mensosialisasikan kepada 

massyarakat tentang batas usia minimal yang ideal dalam perkawinan 

beserta resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat perkawinan anak 

dibawah umur. 
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